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BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

- PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASln o

~ Menimbang :

 DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

- KABUPATEN KARANGANYAR

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI KARANGANYAR,r f

- LA

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten R

‘Karanganyar Nomor 2 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata -~~~

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya .

guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi

~Jabatan - Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mlkl‘O Kecul dan Menengah Kabupaten» ’

vv Karanganyar : » » ;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana d:maksud ) o

. huruf a perlu dlatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupatl

. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukanvf '
.Daerah- Daerah Kabupaten dalam LGgkungan Propmsu Jawa}’ -

Tengah

. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan o
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara ' Republik
~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republlk lndonesna Nomor 4389); A ‘

.,Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernermtahan o
-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
}'Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir -
‘dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara : Republik
~ Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara' '
',Republlk lndonesna Nomor4844) : :



-
L

Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republtk lndoneS|a
Nomor 4593); .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan - Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 'Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ:k
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik :Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ:k
Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan; ,.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

, Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7); .

11.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2009 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga'n :

1. Daerah ada‘la'h Kabupaten Karanganyar ;



‘¥

o .Ui A w

8.
9.
' 10 RAT Koperasx adalah Rapat Anggota Tahunan Koperasn

Pemenntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebaga1 unsur}‘
penyelenggara Pemenntahan Daerah; ' -

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Bupatl adalah Bupati Karanganyar o

-Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Karanganyar o ,
Dlnas Penndustnan Perdagangan Kopera3| Dan Usaha Mikro KeCll dan}'-v’-»
Menengah yang selanjutnya dtsebut Dlnas adalah Dinas. Perlndustnan

: Perdagangan Koperas: dan Usaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah Kabupaten-
.»Karanganyar R o ' _ j j o
. Kepala Dmas adalah Kepala Dmas Permdustnan Perdagangan Koperas: dan
: ’Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar L
~UMKM adalah Usaha Mlkro Kecil dan Menengah

Amalgamas: Koperass adalah penggabungan KoperaS|

BAB il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasa! 2

o (1) Susunan Orgamsas: Dmas Penndustnan Perdagangan KoperaSt Usaha Mlkro '

: Kecﬂ dan Menengah terdln dan

. a Kepala Dinas; .

b Sekretarlat membawahkan

1. Sub Bagian Perencanaan o
2 Sub Baglan Keuangan ,
3 Sub Baglan Umum dan Kepegawaaan

c. Bldang Penndustnan membawahkan

1 Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan f}v
2 Sek3| Industri Kimia, Logam dan Aneka industn f

d Bldang Perdagangan membawahkan

1 Seksi Blmblngan Usaha Perdagangan dan Perllndungan Konsumen G

2 Seksi Pendaﬂaran Perusahaan Promosu Distribusi, Ekspor dan Impor

v:’e Bidang Kopera3| dan Usaha Mlkl’O Kecul dan Menengah (UMKM)

membawahkan

1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Kopera5| dan Usaha Mlkro, Kecnl >
~dan Menengah; : ,

2 Seksn Permodalan Kemltrausahaan dan Pemasaran Produk



f.

.
h.

Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :

1. Seksi Penataan Pasar;

2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar;

3. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2):' Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di-bawah dan

b

ertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

b

awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4) Masmg-mas:ng Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

-d

an bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

BABIl
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

: Bagian Kesatu
- Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas merhpUnyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a.

e,

perumusan kebuakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan,

. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah, yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;

. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian,
perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecnl dan menengah dan pengelolaan
pasar serta kesekretariatan; :

. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam Ilngkup Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

pelaksanaan tugas Ialn yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagal pedoman
pelaksanaan keglatan



*d

b. menjabarkan perintah atasan "melalui pengkajian permasélaﬁan ~ dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas - kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan kebijakan Bupati di bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pengelolaan Pasar;

f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di
bidang Perindustrian, Perdagangan, Kopera5| dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta Pengelolaan Pasar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

g. memberikan penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan
di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta Pengelolaan Pasar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

~ h. memberikan rekomendasi perijinan di Bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pengesahan Akta
Pendirian Koperasi; :

i. memberikan perijinan di bldang pengelolaan dan penataan pasar sesuai
ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan di Bidang Permdustnan
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala mela|u1 S|stem pem!alan yang tersedla
sebagai cerminan penampilan kerja; -

- I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara hsanv
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan}
tugas; S

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal4

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan - kegiatan
perencanaan keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

2) Uraian tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

‘a. merumuskan program keglatan Sekretariat berdasarkan pefaturan |
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagai
pedoman pelaksanaan keglatan



b. menjabarkan perintah atasan ‘melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; ;

c. membagi- tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik

’ secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluam permasalahan agar dlperoleh hasil kerja
yang optimal; .

e. merumuskan konsep kebuakan Kepala Dinas sesuai btdang tugas dl
Sekretariat; :

f. merumuskan program kegiatan Dmas berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan Bidang-Bidang; : ,

g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)I
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sesual dengan ketentuan yang berlaku; '

i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansn
Pemerintah (LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
(LKPJ) dan laporan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

J. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan - administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar keglatan kesekretanatan dilaksanakan secara efektlf dan
efisien; :

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedla
sebagai cerminan penamp:lan kerja; :

I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebuakan

m.menyampaikan saran dan pert:mbangan kepada atasan baik secara lisan

- maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan -
fungsinya. ‘

Paragraf 1 |
- Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pésal 5

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretans

dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasn dan- pelaporan
pelaksanaan program kegiatan Dinas.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla
sebagal pedoman pelaksanaan kegnatan



b. menjabarkan peﬁntah atasan melalui pengkajian permasalahan' dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

¢. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya memberi
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna menlngkatkan
~kelancaran pelaksanaan tugas; :

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasu permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - .

‘e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesual dengan
ketentuan yang berlaku; .

f. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan
laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub
Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. melakukan momtonng dan evaluasi pelaksanaan keglatan operasional Dinas
agar diketahui tingkat realisasinya;

i. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermtah
(LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan
laporan sejenisnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalm sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; .

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik llsan maupun
- tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

~ m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ~

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan administrasi keuangan  dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan Dinas. ‘ ; :

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program Kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan ;peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

~b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahanv dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
ketentuan yang berlaku; '



.fmembagl tugas kepada bawahan sesuai dengan btdang tugasnya memben R
‘petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulls guna menmgkatkan'
“kelancaran pelaksanaan tugas; : : . . ‘

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala SekSl d| S
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk =~
~_mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasu permasalahan S
~ .agar diperoleh hasil kerja yang optlmal L : "

.f"menylapkan proses penca:ran dana dan pengelo!aan admnmstrasr keuangan

‘melakukan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara
-membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana -
-pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan; :

f;melaksanakan pengendallan dan verlf kas; serta pelaporan keuangan d|'._ o o
f_llngkungan Dinas; » .

. melaksanakan monltorlng, evaluaS| dan menllal presta3| kerja pelaksanaan R

- tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlatan yang tersedla'

“:sebagai cerminan penampllan kerja

.Emembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga1 dasar S
{_pengambllan kebuakan R . : -

. ‘menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk Ilsan maupun ,
’gtertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran peiaksanaan tugas

.-melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesua: dengan tugas dan_ ::‘.} S

: ffungsmya

Paragraf 3 |
Kepala Sub Baglan Umum dan kepegawa:an

, Pasal 7

(1), Kepala Sub Bag:an Umum dan Kepegawalan mempunyal tugas membantuﬂ ‘

-Sekretaris dalam  melaksanakan pengelolaan - urusan administrasi umum,
rumah tangga, perlengkapan/perbekalan dokumentasi, perpustakaan dan '
kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dlnas

(2) Uraian tugas sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1)sebaga| benkut

a:
‘berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
-sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan' '

menjabarkan penntah atasan melalui pengkajian - permasalahan dan'
‘peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan i
:;‘ketentuan yang berlaku; , e }

menyusun program keglatan Sub Baglan Umum dan Kepegawalan |

membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya memberli e
- petunjuk dan arahan secara Ilsan maupun tertulls guna menmgkatkan ’
f‘kelancaran pelaksanaan tugas; . :

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksn dl

- ‘lingkungan - Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk -
. mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan

“agar dlperoleh hasil kerja yang optlmal , ,
e. menylapkan konsep ‘naskah . dinas bldang admlmstra3| umum da‘nv :

- kepegawaian sesuai dengan }ketentuan}yang berlaku;



. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah

tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan
kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawalan Dinas.

N B merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan

rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

‘h. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi

serta melaksanakan pemellharaan barang inventaris agar dapat digunakan
dengan optimal;

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lamnya
dem: terciptanya tertib administrasi kepegawaian; ,

j. memproses usulan kenaikan pangkat mutasn gaji berkala, diklat pegawal

dan urusan kepegawalan lainnya;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan memlal prestasi kerja pelaksanaan

(1)

)

tugas bawahan secara berkala melalui snstem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampllan kerja;

. membuat laporan pelaksanaan tugas képada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan batk lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsmya

Bagiah Ketiga
Kepala Bidang Perindustrian

Pasal 8

Kepala Bidang Perlndustrlan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan  kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
keglatan di bidang perindustrian;

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai benkut

a.” merumuskan program kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
- sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b.- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan -~ dan

~ peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
“ sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ’

c.. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
~memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan Dinas baik secara langsung - maupun tidak langsung untuk
- mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua8| permasalahan
agar diperoleh has:l kerja yang optimal,

e. menganalisa data sebagai bahan pemb:naan terhadap peningkatan dan
pengembangan kemampuan bagi usaha industri;



’ f. memberikan bimbingan dan pelayanah terhadap kelancaran barang, modal,

(1).

(2).

- peralatan, bahan baku dan penolong, penerapan standar industri,
. pengawasan mutu, diversifikasi produk serta inovasi teknologi industri;

~ g. merumuskan kerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah

Kabupateanota Propinsi, maupun Pemerintah pusat, Lembaga swasta
~ serta asosiasi terkait lainnya dalam/luar negeri dalam rangka promosi
- industri; .

h. merumuskan bahan bimbingan bagi calon mvestor yang akan melaksanakan
investasi industri;

i. melaksanakan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan industri;

j- melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi- kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
* sebagai ceminan penampilan kerja; ‘

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

" pengambilan kebuakan

I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara Iisan
maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas;

m. melaksanakan tugas laln yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan

fungs:nya

, Paragraf 1
Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
; Pasal9
Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu

‘Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan penyiapan  bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pemblnaan dan pengendalian keglatanv

- Seksi industri agro dan hasil hutan;

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.jmenyusun program kegiatan Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan, ,
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
~data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 'permasa!ahan dan

. peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
' sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - '

c.ﬁmembagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

“memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
-meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

‘lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
~mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan
. agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

e. mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembmaan dan
‘bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi industri agro dan hasil hutan;



(1).

@.

f. menylapkan bahan blmbtngan dan pelayanan terhadap kelancaran barang,
~ modal, peralatan, bahan baku dan penolong penerapan standar industri,
- pengawasan mutu, diversifikasi produk serta inovasi tehnologi industri agro
- dan hasil hutan;

- g. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait d:lmgkungan

pemerintah Kabupaten/kota, Propinsi maupun Pemerintah Pusat, Lembaga
Swasta serta Asosiasi terkait lainnya dalam / luar negeri dalam rangka
~ promosi industri agro dan hasil hutan; .

h. menyiapkan bahan blmblngan bagi calon investor yang akan melaksanakan
investasi industri agro dan hasil hutan; ~

I. © menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan industri agro dan hasil hutan;

J. - melaksanakan monltormg. evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melaluu sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

‘k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambilan kebijakan;

l. menyampalkan saran dan pertimbangan ’kepada atasan baik secara lisan
‘maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
.tugas; .

m.émelaksanakan tugas fain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya

~ Paragraf 2
Kepala Seksi Industri Kimia Logam dan Aneka lndustn

- Pasal 10

Kepala Seksi Industri Kimia Logam dan Aneka Industri mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
kegiatan Seksi industri kimia logam dan aneka industri.

Ura:lan tugas sebagaimana dsmaksud pada ayat (1) sebagai berikut ;

a. menyusun program kegiatan Seksi industri kimia logam dan aneka industri,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; ’

) b. menjabarkan perintah atasan melaiu: pengkajian permas'alahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesual dengan ketentuan yang berlaku; .

Y membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal, '

e. mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pemblnaan dan
bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kimia Logam dan
Aneka Industri; '



£ menyiapkan bahan blmbmgan dan pelayanan terhadap kelancaran barang,

- modal, peralatan, bahan baku dan penolong penerapan standar industri,
- pengawasan mutu, diversifikasi produk serta i movasn tehnologi Industri Kimia
. Logam dan Aneka Industri;

g. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dilingkungan
. pemerintah Kabupaten/kota, Propinsi maupun Pemerintah Pusat, Lembaga
. Swasta serta Asosiasi terkait lainnya dalam / luar negeri dalam rangka
- promosi Industri Kimia Logam dan Aneka Industri;

h. menyiapkan bahan bimbingan bagi calon investor yang akan melaksanakan
investasi dibidang Industri Kimia Logam dan Aneka Industri; '

i. . menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
-+ pengembangan Industri Klm:a Logam dan Aneka Industri; ‘

j. - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagar dasar
- pengambilan kebijakan;

B menyampaikan saran dan pertimbangan kepada tasan baik secara lisan

m

“maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas;

mﬁ melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
- fungsinya. .

Bagian Keempat
Kepala Bidang Perdagangan

i _ Pasal 11 .
Kepala Bidang Perdaga_ngan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

- merumuskan bahan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikah kegiatan di Bidang Perdagangan.

(2) Uralan tugas sebagaimana dlmaksud ayat (1) sebagai berikut :

a.'; merumuskan program kegiatan Bidang Perdagangan berdasarkan
. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
 tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perihtah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
.' peratur'an perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.;membaga tugas kepada bawahan sesuai dengan btdang tugasnya,

- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
- - meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

~d.:melasanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
 mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.. menganallsa data sebagai bahan pembinaan terhadap penmgkatan dan
_pengembangan kemampuan bagi usaha perdagangan;



merumuskan kerjasama dehgan’ instansi terkait di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota, Propinsi, maupun Pemerintah pusat, Lembaga swasta

serta asosiasi terkait lainnya dalam/luar negeri dalam rangka - promosi
perdagangan; o

merumuskan bahan bimbingan bagi calon investor yang akan
melaksanakan}investasi perdagangan; -

- merumuskan bahan pelaksanaan pembinaan dan:pengembangan’ di bidang

.' usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran
~ perusahaan, serta ekspor dan impor;

.. merumuskan bahan rekomendasi pelayanan perijinan usaha perdagangan,
. Tanda Daftar perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), ekspor dan

. impor serta penerbitan surat keterangan asal (SKA),

~ melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan
- pembinaan dan pengembangan perdagangan; :

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

- tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja; :

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

- maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas; ’ o -

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
- pengambilan kebijakan; :

n

Kep

.- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
~ fungsinya. ,

Paragraf 1 ,
ala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
‘mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pe[dagangan d_alarp
melaksanakan  penyiapan  bahan perumusan  kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan
dan Perlindungan Konsumen. ' : '

(2) - Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

o a. !

menyusun program kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan

' Perlindungan Konsumen berdasarkan peraturan = perundang-undangan

.yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan; . _

; menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

-+ sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o
fmembagi tugas  kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

“memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna

-~ meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan !(epala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

. mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasatahan
-agar diperoleh hasil kerja yang optimal. - '



().

(2).

€. mengumpulkan dan mengelola data 'sebagai bahan pembinaan, dan

bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan bimbi
perlindungan konsumen; Jela bimbingan usaha perdagangan dan

f.  menyiapkan ba embi rd et
kons)tllmpen; han pembinaan usaha perdggangan dan vperhndungan

g. menyiapkan bahan rﬁonitoring evaluasi dan pen ' |
: : ’ gendalian pelaks
kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan; pelaksanaan

h. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian iji '
Tanda Daftar Gudang, ek jin usaha perdagangan dan

i. - menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan keti'ampilan pengusaha

- dalam melaksanakan kegiatan perdagangan:;

J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas b.awaha.n secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; '

k. menyampaikaq saran da.r': pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
;naupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
ugas; , . ,

. membuat laporan pelakéanaan fugas kepéda atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; '

m. melaksanakan tugas Iainvyang diberikan " atasan sesuai dengén tugas dan
fungsinya. : '

Paragraf 2

Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi dan Ekspor Impor;

Pasal 13

Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi dan Ekspor Impor
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam
melaksanakan  penyiapan = bahan perumusan  kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran Perusahaan,

Promosi, Distribusi dan Ekspor Impor.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi,
Distribusi dan Ekspor Impor berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan; E - - .

b. menjabarkan perintah atasan melalui Vpengkajian permasalahan  dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; '

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan  dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; :

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal. :

e. ,mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- Seksi Pendaftaran Perusahaan, Pro}}mosi, Distribusi dan Ekspor Impor;



- f. menyuapkan bahan bimbingan peningkatan promosl dagang dan ekspor

~ impor;

‘ g menyiapkan promosi, distribusi, ekspor lmpor barang dan jasa;

h.-fv menyiapkan bahan rekomendasi perijinan  pendaftaran perusahaan
- distribusi, dan ekspor impor serta Surat Keterangan Asal Barang (SKA);

- i. - menyiapkan bahan Informasi peluang pasar di luar negeri tentang komoditi -

().

ekspor tertentu;

j. : menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan

* pendaftaran perusahaan, promosi, distribusi, dan ekspor impor;

k.- menyiapkan bahan Koordinasi Pengawasan dan penindakan atas
_pelanggaran  ketentuan tentang Wajib Daftar perusahaan dan Peraturan
- Pelaksanaannya;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampllan kerja;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
:naupun tertulis sebaga| bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
ugas;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar
pengambilan kebijakan;

0. melaksanakan tugas Ialn yang dlberlkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. _ .

‘Bagian kelima
Kepala B:dang Koperasi dan Usaha M:kro Kecil dan Menengah

Pasal 14

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
megkoordinasikan, membina dan mengendahkan kegtatan di Bidang KoperaS|
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . '

(2). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai benkut

a. merumuskan program kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. ménjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -

'c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna
memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
‘mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasnl kerja yang optimal;

- e. menganallsa data sebagal bahan pembinaan  dan blmbmgan untuk

pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah; .



f. merumuskan bahan ‘pembinaan terhadap peiﬁantapan | kelembagaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; .

g. merumuskan bahan fasilitasi pengembangan usaha Kopera51 dan Usaha -
Mikro, Kecil dan Menengabh;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

i. merumuskan bahan pengesahan badan hukum koperasi, pembubaran
koperasi dan amalgamasi koperasi; -

j. melaksanakan pemeriksaan terhadap koperasi dan usaha mikro kecil
menengah

k. membenkan konsultasn dan advokasi terhadap kopera3| dan usaha mikro
kecll menengah

I melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
. tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
~ sebagai cermman penampilan kerja; - :

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
© maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- . tugas; :

n membuat Iaporan pe!aksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
; pengamb:lan kebuakan

0. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
. fungsinya.

| ~ Paragraf1
Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 15

(1). Kepala Seksi Ke!embagaan dan Pengembangan Kopera3| dan Usaha Mikro
' Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperas: dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan bahan
-perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi

Kelembagaan dan Pengembangan Kopera5| dan Usaha Mikro Kecil dan
~Menengah. ,

(2) Uralan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan
- Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan
~ perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai

° pedoman pelaksanaan kegiatan;

~b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas:
. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
: menmgkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;



. melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; :

. mengumpulkan dan mengelola data sebaga: bahan pembmaan dan
bimbingan untuk pelaksanaan her regrestrasi koperasi dan UMKM;

membuat rekomendasi dan kerjasama bagi koperasi dan UMKM;

. mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pemblnaan dan
bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasz dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengabh;

. menyiapkan bahan pembmaan terhadap peningkatan SDM koperasn dan
- UMKM dan pengembangan kemampuan bagi usaha di bidang Koperasi dan
~ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

i.. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan usaha koperasi dan usaha
- mikro, kecil dan menengah; ,

. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan
- Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengabh;

. menyiapkan bahan penyuluhan, bimbingan teknis, meneliti pengajuan badan
. hukum, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi;

menyiapkan bahan pengesahan badan hukum koperasi, pembubaran

- koperasi dan amalgamasi koperasi serta pencabutan badan hukum koperasi

- sesuai dengan peraturan yang berlaku;

. menyiapkan bahan pemeriksaan terhadap koperasi dan usaha m:kro kecll
~menengah serta membuat klasifi kas: ~ koperasi dan mengkoordinir
- pelaksanaan RAT Koperasi; ' '

menyiapkan bahan konsultasi dan advokasi pengawasan terhadap koperasi
- dan usaha mikro kecil menengah serta melaksanakan penilaian kesehatan
bagi koperasi primer dan sekunder; : :

0. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;

p. menyiapkan bahan fasilitasi UMKM dalam 'pengajuan HAKI ( Hak Kekayaan
. Intelektual ) dan ijin kesehatan produk makanan dan minuman;

menyiapkan bahan pembinaan langsung bidang organisasi, administrasi,
~ usaha, dan manajemen koperasi serta bahan koordinasi pelaksanaan audit
- bagi koperasi dan UMKM;

. menyiapkan bahan pembinan usaha koperasi pedesaaan (KUD/KKT) dan
umkm melalui kegiatan penerangan, penyuluhan, pelatihan pemagangan,
- studi banding, bimbingan dan konsultasi koperasi; ,

menyiapkan bahan dalam vrangka menciptakan iklim usaha koperasi dan
- UMKM yang kondusif dan persaingan sehat;

. menyiapkan bahan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
.tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
‘sebagai cerminan penampilan kerja;

. 'menyampalkan saran dan pemmbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulls sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
‘tugas; .

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
“pengambilan kebijakan;



X.

melaksanakan tugas lain yang diberikan _atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Paragraf 2

;Kepala Seksi Permbdalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk

- Pasal 16

(1). Kepala Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Sek3| Permodalan,
Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk.

Uraian tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Q).

a.

;,menyusun program kegiatan Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan
- Pemasaran Produk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku dan sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan
 kegiatan; :

. menjabarkan permtah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan -
‘peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai déngah bidang tugasnya,
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; .

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanan pameran bagl koperasi dan
UMKM, baik lokal maupun regional; :

melaksanakan penyaluran dana penyertaan APBD Kabupaten ‘kepada |

~ koperasi dan UMKM;

melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi dana bergulir baik dari

. APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan dana lain bagi koperasi dan -

UMKM;
melaksanakan pengumpulan pengolahan data simpan pinjam, pemiodalan

~ kemitraan, hasil produksi koperasi dan UMKM sebagai bahan pemblnaan

dan evaluasn serta pelaporan;

menyiapkan rekomendasi kredit permodalan bagi koperasi dan UMKM yang
mengajukan perkuatan modal koperasi dan UMKM; ’

memfasilitasi koperasi dan UMKM yang menjalin kemitraan dengan Iembaga '
keuangan, badan usaha lain dan pihak ketiga;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; '

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;



- M. membuat laporan pelaksanaan tu
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n. melaksanakan tu

Kepala Bidang Pen

a .
‘pengambilan- kebijakan; 988 kepada atasan sebagai dasar

as lai iberi . :
fungsinya; g ‘"1 }Yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

. Bagian keenam
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

 Pasal17
gelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam rqerumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan di bidang pengelolaan pasar.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

merumuskan program kegiatan bidang pengelolaan pasar berdasarkan
peratuyan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; ‘ '

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permmasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 'tugasnya,-
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan
Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal; _ . B 5
menganalisa data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk
pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar,;

merumuskan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan di bidang
pengelolaan pasar yang meliputi retribusi, kebersihan, pemeliharaan,
ketertiban dan kemanan pasar serta penataan PKL; |

merumuskan bahan rekomendasi ijin pemakaian tempat kios, los, halaman
pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku;

mengusulkan  pengembangan, pendirian, perluasan., rehab, daq
pemindahan pasar berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai
prosedur, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bertaku;

melaksanakan pembinaan kepada pengguna jasa pasar; |

melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang .pengelolaan
pasar; ' S o ' - ' o
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja; - o

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; ‘ '

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan;



n. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

, Paragraf'1
Kepala Seksi Penataan Pasar

" Pasal 18

(1) Kepala Seksi Penataan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembmaan dan pengendalian kegiatan Seksi penataan
Pasar;

1

Uraian tugas 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

_fmenyusun program kegiatan Seksi Penataan Pasar; berdasarkan peraturan
- perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
ipedoman pelaksanaan kegiatan; ,

.- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian - permasalahan dan
fperaturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
~sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

.:membagx tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
‘memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
“ meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dl_

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung - untuk

‘ mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

.- menyiapkan bahan perencanaan penetapan target retrlbu3| pasar;

melaksanakan pungutan retnbusu pasar dan pengelolaan . administrasi

~ pungutan;

 menyetorkan hasil pungutan retribusi pasar maupun pendapatan lain di
- pasar ke Kas daerah sesuai peraturan yang berlaku;

. melaksanakan pembukuan dan realisasi penenmaan dan tunggakan
‘; pungutan pasar,

. menyiapkan bahan pembenan ijin pemakalan tempat os, klOS dan halaman
pasar;

melakukan pendataan dan penataan pedagang/pengguna jasa pasar yang

- menempati kios, los dan halaman pasar;

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan keglatan penataan dan retribusi
pendapatan pasar;

.\ melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedla

sebagal cerminan penampilan kerja; -

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagax dasar

pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertlrnbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas;



(1)

@)

0. melaksanakan tugas Iam yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan}

. fungsinya.

Paragraf 2 , |
Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar

Pasal 19

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembmaan dan pengendahan kegiatan Seksi
keamanan dan ketertiban pasar.

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a.
~ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data

menyusun program kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar

' yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permééalahén dan
, peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
~ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya'
~memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
~ meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

.. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagtan di

- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
. mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

“agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
. melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar; ,
~melaksanakan pendataan, penataan dan pembmaan Pedagang Kakl L:ma'

(PKL);

. menyiapkan bahan pembmaan terhadap peningkatan Keamanan dan
-Ketertiban Pasar, dan Pedagang Kaki Lima (PKL), i

.‘menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan dan
‘ketertiban pasar, dan Pedagang Kaki Lima (PKL); :

_melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sustem penilaian yang tersedia
‘sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar'

‘pengambilan kebijakan;

menyampaikan saran dan. pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; ,

L melaksanakan tugas lain yang dnbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
- fungsinya.
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Paragraf 3
Kepala Seksn Pemellharaan dan Pengembangan Pasar

Pasal 20

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan
Seksi pemeliharaan dan pengembangan pasar;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan
- Pasar; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
‘'sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; ’

- menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
- peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
: memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

.. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagtan di
- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
- mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
~agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

melaksanakan pemeliharaan bangunan dan penerangan pasar,

. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kebersihan pasar;

melaksanakan Jadwal pengambilan dan pembuangan sampah pasar;

. menyiapkan usulan pengembangan, pendlrlan, perluasan rehab, dan
- pemindahan pasar berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai

~* prosedur, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemehharaan kebersman
© dan pengembangan pasar;

.. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasn kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melalui snstem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

~ pengambilan kebqakan ,
'menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara hsan

maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

‘tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
- fungsinya. '
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Vv




, BAB IV o
B KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

| .: : Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupat: ini, akan dlatur lebsh lanjut o!eh
o Kepala Dlnas sepanjang mengenm pelaksanaannya - , , ,

Pasai 22

.Pada saat Peraturan Bupatu ini mula& beriaku, maka Keputusan Bupatl Karanganyar
- Nomor 344 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural
pada Dinas Perindustrian, - Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi
‘Kabupaten Karanganyar dan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 261 Tahun
2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor

- ,,Pengeloiaan Pasar Kabupaten Karanganyar dicabut dan dlnyatakan ndak berlaku.

S U S = - o Pasai 23
.3 ,‘ ) B ;_Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

‘-‘Agar ‘setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupat: m: dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar.

| Ditétapkéri di Karangényar
pada tanggal 5 Me4 3009

. ' Dnundangkan d: Karanganyar
| pada tanggal , \5 M,b 900_9
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